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JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen  
 Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Sgn.) 
 
ABSTRAK 
 
Jaminan merupakan dari pihak debitur yang terjadi by the operation of law dan 
merupakan mandatory rule: setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik 
debitur menjadi tanggungan utangnya kapada kreditur. Perjanjian utang piutang 
harus ada Jaminannya, jaminan tersebut harus dapat mengcover segala perjanjian 
utang piutang supaya dikemudian hari tidak ada yang  mengalami kerugian karena 
jaminan utang piutang tidak sesuai dengan utangnya yang cukup besar tetapi 
harga jaminannya tidak cukup untuk melunasi utangnya jika debitur melakukan 
wanprestasi seperti Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 
45/Pdt.G/2016/PN.Sgn  jaminan yang diberikan oleh para tergugat tidak dapat 
mengcover seluruh utangnya yang berjumlah cukup besar. Penggugat merasa 
dirugikan karena ternyata jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik: 
SHM nomor 4277, Luas: 535m
2
 atas Nama Pemegang Hak Sriwinarsih di 
Desa/Kelurahan Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa 
Tengah tersebut tidak atau belum mencukupi untuk membayar kewajiban-
kewajiban para Tergugat. 
 
Kata Kunci: jaminan, perjanjian, utang  piutang 
 
ABSTRACT  
 
Warranty is from the debtor happens by the operation of law and is a mandatory 
rule: any chattels or movable property of the debtor be dependents debts to 
creditors. Treaty of debts there must be a Guarantee, the guarantee should be able 
to cover all debts agreement so that in the future no one suffered losses due to 
guarantee debts does not correspond to a loan big enough but the price of the 
collateral is insufficient to pay off his debts if the debtor do tort such as Sragen 
District Court Ruling Case number: 45/Pdt. G/2016/PN. Sgn warranties given by 
the defendants cannot cover the whole of the debts which totaled is large enough. 
The plaintiff felt aggrieved because it guarantees a plot of land with a certificate 
of property rights: SHM number 4277, area: 535m2 on behalf of the holder of the 
Rights Sriwinarsih in villages Masaran, Masaran, Sragen district Sub District, 
Central Java province does not or has not been sufficient to pay the obligations of 
the Defendant 
 
Keywords: guarantee, agreement, debts 
 
1. PENDAHULUAN 
Untuk menghadapi kebutuhuan ini, sifat manusia pada umumnya 
berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Kebutuhan ini beraneka 
ragam, ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomorduakan, dan ada yang 
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dapat dipenuhi di kemudian hari. Menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan 
tersebut manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi 
seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu 
berkecukupan.
1
 
Memenuhi kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan tidak 
membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan maupun kredit, disisi 
lain pihak seperti produsen selalu menawarkan barang secara kredit kepada 
konsumen dengan cara menanguhkan jaminan benda bergerak maupun tidak 
bergerak, jaminan merupakan suatu benda yang diberikan kepada kreditur 
untuk memberikan keyakinan kepada debitur yang akan memenuhi kewajiban 
yang dapat dihitung dengan uang akibat dari suatu perikatan, sesuai Pasal 
1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. 
Pada umumnya, masyarakat di Indonesia yang melakukan utang 
piutang dengan jaminan terhadap kreditur masih banyak yang tidak 
melakukan perjanjian dengan debitur, di dalam perjanjian utang piutang pada 
dasarnya kreditur dan debitur dibuat dengan bebas dengan bentuk lisan 
maupun tertulis tergantung para pihak yang melakukan perjanjian utang 
piutang, padahal setiap kreditur berharap dalam melakukan perjanjian dengan 
debitur selalu mengharapkan jaminan yang di perjanjikan dengan debitur sama 
nilai jualnya dengan utang piutangnya yang diberikan oleh kreditur, namun 
ada kalanya perjanjian utang piutang tersebut tidak sesuai dengan nilai jual 
jaminan akan tetapi para pihak yang melakukan perjanjian tetap melakukan 
kesepakatan sesuai apa yang diperjanjian oleh pihak-pihak yang melakukan 
perjanjian sesuai dengan Undang-undang KUH Perdata Pasal 1320 :  
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat;  
1.1 Sepakatan meraka yang mengikatkan dirinya.  
1.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.  
1.3 Suatu hal  tertentu.   
1.4 Suatu sebab yang halal.  
                                                          
1 Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Hal. 1-2 
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Perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena 
dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai 
bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam 
hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya 
perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat 
kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila di dalam 
hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, 
kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang 
tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang 
dipakai sebagai jaminan.
2
 
Pada faktanya di dalam masyarakat masih banyak di temukan masalah 
utang piutang dengan lisan dan jaminan tidak sesuai dengan nilai jual yang 
diperjanjikan antara pihak kreditur dan debitur bisanya benda yang dapat 
dijadikan sebagai obyek jaminan berupa benda yang memenuhi syarat yaitu 
memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan, benda mempunyai 
pengertian yang luas yaitu segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Pada 
Pasal  499 KUH Perdata diberikan pengertian tentang benda “yang dinamakan 
kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh 
hak milik”. Jadi cakupannya sangat luas karena istilah benda di dalamya 
terdapat istilah barang dan hak. Barang mempunyai pengertian bersifat konkrit 
dalam arti dapat dilihat, diraba misalnya buku, meja dan lain-lain, sedangkan 
hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud misalnya piutang-
piutang seperti piutang atas nama, hak milik intelektual seperti hak cipta, hak 
merk dan hak paten.
3
 Pada kasus Pengadilan Negeri Sragen Putusan Nomor: 
45/Pdt.G/2016 /PN.Sgn. Adanya suatu perjanjian utang piutang terhadap 
pihak kreditur dan debitur dengan jaminan sebidang tanah milik debitur, yang 
mana dalam perjanjian tersebut antara pihak kreditur dan debitur sepakat 
                                                          
2 Fransisca Kurnia Harkmawati, Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan 
Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012), Jurnal 
Ilmu Hukum, Universitas Jember, Hal. 1  
 
3Trisadini Prasastinah Usanti, Piutang dalam Prespektif Hukum Jaminan, Jurnal Ilmu hukum, Hal. 5-6  
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dengan adanya utang piutang namun dalam perjanjian tersebut jaminan yang 
dijadikan tangguhan tidak sama nilainya dengan utang piutangnya.   
Untuk dapat memperjelas masalah skripsi ini agar pembahasan lebih 
terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka rumusan masalah yaitu (1) 
Apakah Perjanjian Utang Piutang yang Dilakukan Antara Kreditur Dan 
Debitur tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian? (2) Bagaimana 
Akibat Hukum Apabila Debitur Tidak Melaksanakan Isi Perjanjian Sesuai 
dengan Kesepakatan para pihak. 
Tujuan penelitian merupakan tindakan untuk mengetahui hal yang 
belum diketahui orang dan lebih mendalami segala sesuatu yang sebelumnya 
tidak diketahui. Maka dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) 
untuk mengetahui seberapa jauh perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh 
kreditur dan debitur tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian. (2) 
untuk mengetahui akibat hukum apabila debitur tidak melaksanakan isi 
perjanjian  sesuai dengan kesepakatan para pihak. (3) untuk mengetahui 
kedudukan kreditur dalam perlindungan hukumnya.  
Manfaat penelitian adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan pemikiran yang baik dan pembaharuan ilmu pengetahuan pada 
umumnya bidang hukum perdata khususnya tentang jaminan dalam perjanjian 
utang piutang dan Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 
dan pemikiran tentang jaminan dalam perjanjian utang piutang.   
Kerangka pemikiran berawal dari, utang-piutang antara kreditur dan 
debitur dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan, akan tetapi kreditur 
biasanya lebih mempercayai debitur dengan tulisan dan jaminan yang sesuai 
dengan nilai utang piutang yang diperjanjiankan, dalam perjanjian antara para 
pihak dilakukan dihadapan Notaris untuk melakuksan perjanjian kedua belah 
pihak agar tidak ada masalah di kemudian hari, dengan kebutuhan debitur 
yang semakin banyak, utang-piutang terhadap kreditur tinggi dan 
mengakibatkan debitur memberikan jaminan kepada kreditur tidak sesuai 
dengan nilai utang piutangnya dalam melaksanakan perjanjian yang 
dilakukannya telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sesuai KUH Perdata 
Pasal 1320. Apabila dalam pelaksanaan jaminan dalam perjanjian utang 
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piutang salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak melaksanakan 
sesuai dengan perjanjian maka sesuai KUH Perdata Pasal 1238 dianggap 
wanprestasi. Kreditur maupun debitur akan mendapatkan akibat hukum sesuai 
peraturan Perundang-undangan yang mana dapat dilakukan upaya hukum 
gugatan perdata di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Putusan 
berkekuatan hukum tetap.  
2. METODE PENELITIAN 
Metode pendekatan yang digunakan penulis merupakan pendekatan 
pada kasus case approach yaitu menggunakan putusan hakim sebagai sumber 
bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap, pada saat membahas putusan pengadilan 
sebagai bahan hukum primer. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian 
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Sgn. 
Penulis dapat mengetahui  perjanjian dengan jaminan dalam utang piutang 
telah memenuhi syarat-syarat perjanjian, akibat hukum kreditur atau debitur 
tiak melakasanakan perjanjian  dan dalam perjanjian utang piutang tersebut 
sesuai atau tidak dengan peraturan mengenai jaminan dan perjanjian.  
Metode Penelitian yang digunakan adalam  hukum normatif yaitu 
penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum 
sehingga penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah 
benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.
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karena penulis ingin menelaah mengenai jaminan dalam perjanjian utang 
piutang.   
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perjanjian Utang Piutang yang Dilakukan Antara Kreditur dan 
Debitur Tersebut Memenuhi Syarat-syarat Perjanjian  
Penulis mempelajari kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Sragen Nomor:45/Pdt.G/2016/PN.Sgn mengenai jaminan dalam perjanjian 
utang piutang tentang utang piutang debitur ingkar janji yang mana debitur 
                                                          
4  Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, Hal. 36 
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meminjam uang kepada kreditur senilai Rp.1.5000.000.000 (satu milyar 
lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.000, 
dengan jaminan sebidang tanah pihak kreditur dan debitur sepakat atas 
perjanjian tersebut.  yang pertama ialah sepakat mereka yang mengikat 
dirinya sendiri dalam putusan ini jaminan dalam perjanjian utang piutang 
kreditur dalam gugatanya kreditur mendalilkan kesepakatan utang piutang 
tersebut berawal pada tanggal 5 januari 2016 sekitar pukul 19.00 wib, 
debitur II datang ke Surabaya, Jawa Timur kemudian  debitur II 
menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu meminjam uang ke kreditur 
guna keperluan proyek yang akan akan dikerjakan oleh para debitur. 
dimana pada saat itu disepakati dengan rincian transfer uang sebanyak Rp. 
1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) untuk ditransfer kepada rekening 
debitur II, dan uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) 
ditransfer kepada rekening milik debitur I dan telah disepakati atas 
jaminan tersebut.. 
Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Sragen telah memenuhi 
syarat perjanjian pertama sepakat yang dipenuhi para pihak baik kreditur 
maupun debitur mereka yang mengikatkan dirinya, apabila dikaitkan 
dengan menurut ahli, dengan kata sepakat, dimaksudkan subyek yang 
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sekata mengenai 
hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang 
dikehendaki oleh pihak satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, 
mereka mengehendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik.  
Berdasarkan analisa penulis syarat perjanjian kedua cakap untuk 
membuat perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh pihak kreditur dan 
debitur telah cakap untuk melakuan suatu perjanjian hutang piutang 
tersebut, apabila dikaitkan dengan menurut ahli, dengan kecakapan, 
dimaksudkan membuat perjanjian atau kontrak artinya para pihak yang 
membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, artinya orang atau badan 
hukum mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan 
perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat 
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hukum, yang dalam konteks ini perbuatan hukumnya berupa membuat 
perjanjian. 
Penulis dapat menyimpulkan kasus dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Sragen Nomor: 45/Pdt.G/2016 /PN.Sgn mengenai jaminan dalam 
perjanjian utang piutang tentang utang piutang ingkar janji yang mana 
perjanjian yang telah dibuat antara pihak kreditur dan para debitur 
mempunyai pokok kontrak (objek perjanjian) berupa perjanjian piutang 
sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Rupiah). 
Pelaksanaan perjanjian antara kreditur dan debitur telah disepakati, dimana 
masing-masing pihak mempunyai kewajiban kreditur menyerahkan uang 
kepada debitur melalui transfer bank mandiri atas nama debitur II tanggal 
22 januari 2016 sebesar Rp. 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah) 
dan bukti transfer bank mandiri atas nama debitur I tanggal 22 januari 
2016, sebesar Rp. 1.000.000.000,000 (Satu Milyar Rupiah) dan kewajiban 
para debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang paling 
lambat 22 maret 2016, dengan dibuktikan surat pernyataan tertanggal 22 
januari 2016. Setelah jatuh tempo para debitur ingkar janji dan tidak 
mengembalikan utang piutangnya kepada kreditur.  
Berdasarkan pemahaman penulis perjanjian ketiga suatu hal 
tertentu yang telah dipenuhi kreditur dan debitur mengenai suatu objek 
atau suatu wujud yang akan diperjanjikan oleh para pihak berupa hak dan 
kewajiban, apabila dikaitkan dengan menurut ahli dengan suatu hal 
tertentu, artinya apa yang harus diperjanjikan hak-hak dan kewajiban 
kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang 
dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. 
Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang 
pada waktu perjanjian disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau 
ditetapkan.  
Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 
45/Pdt.G/2016/PN.Sgn., merupakan salah satu contoh dari suatu hal 
tertentu yaitu perjanjian utang piutang harus jelas jumlahnya dalam kasus 
ini kreditur tidak mengetahui berapa banyak jumlah benda yang 
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dijaminkan setelah mengetahui kreditur menyesal dengan jumlah jaminan 
yang diterima tidak sesuai dengan utang piutang yang di pinjam oleh para 
debitur sehingga kreditur membawanya ke Pengadilan untuk mendapatkan 
kepastian hukumnya karena jumlah utang nya tidak sedikit dari benda 
yang dijaminkan benda yang dijaminkan berupa tanah dengan luas 535 m
2
.  
Penulis dapat menyimpulkan perjanjian antara kreditur Khoirun 
Juin dan debitur Hj. Sriwinarsih dan Arya Wasesa dapat dikatakan sah 
menurut aturan hukum yang berlaku, karena telah memenuhi Pasal 1320 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian yaitu 
sepakat, cakap berbuat, hal tertentu dan sebab yang halal, hal ini 
dibuktikan dengan foto kopi slip transfer atau kliring bank mandiri atas 
nama penerima : Arya Wasesa, tertanggal 22 Januari 2016, foto kopi slip 
transfer atau clering bank mandiri atas nama penerima : Hj. Sri Winarsih, 
tertanggal 22 Januari 2016 dan bukti foto kopi surat pernyataan, dari Hj 
Sriwinarsih dan Arya Wasesa yang telah dibubuhi tanda tangan kedua 
debitur.  
Kasus tersebut juga tidak memenuhi dengan prinsip 5 C’S ( the five 
c’s of credit analysis). Pertama, Kreditur seharusnya mengetahui dengan 
jelas watak para debitur apakah mereka dapat mempertanggungjawabkan 
utangnya yang sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta 
rupiah) dan dengan apa yang diperjanjian atas keuntunganya sebesar Rp 
1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) bisa membayarnya pada jatuh tempo 
selama 2 bulan dengan tepat waktu. Kedua Seseorang atau badan usaha 
yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk 
memperlancar kegiatan bisnisnya. Seorang yang akan mengajukan 
permohonan kredit baik untuk kepentingan produktif atau komsutif maka 
orang itu harus memiliki modal. Ketiga, Seorang debitur yang mempunyai 
karakter atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran 
kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi 
kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang 
memadahi yang berasal dari pendapatan pribadi jika debitur perseorangan 
atau pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk badan usaha. Keempat 
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jaminan, Kesalahan kreditur dalam kasus ini, kreditur tidak menanyakan 
terlebih dahulu harga jual tanah yang dijaminkan oleh para debitur itu 
berapakah harga jual nya sebanding tidak dengan hutang yang dipinjam 
oleh para debitur I dan debitur II jika sebanding atau lebih dari hutangnya 
maka kreditur dapat meminjamkan uang sebesar itu,  setelah mengetahui 
harga tanah tidak sebanding kreditur meminta ganti kerugian dibayarkan 
sepenuhnya oleh para debitur. Kelima, Kondisi ekonomi adalah situasi 
ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan 
oleh bank kepada pemohon.
5
  
Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 45/Pdt.G/2016/PN.Sgn 
jaminan yang diberikan oleh para tergugat tidak dapat mengcover seluruh 
utangnya yang berjumlah cukup besar. Penggugat merasa dirugikan karena 
ternyata jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik: SHM nomor 
4277, Luas: 535m
2
 atas Nama Pemegang Hak Sriwinarsih di Kelurahan 
Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah 
tersebut tidak atau belum mencukupi untuk membayar kewajiban-
kewajiban para Tergugat serta pembayaran ganti kerugian yang diderita 
oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, 
perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan 
para Tergugat I dan Tergugat II baik yang tetap maupun yang bergerak, 
baik yang sudah ada maupun yang akan menjadi jaminan pemrnuhan 
hutang serta ganti rugi terhadap kreditur yang dialaminya sejumlah Rp. 
1.500.000.0000. dalam suatu jaminan yang dijaminkan debitur harus dapat 
mengcover hutangnya yang sudah disepakati oleh para pihak supaya tidak 
ada yang dirugikan satu sama lainnya.  
3.2 Akibat Hukum Apabila Debitur Tidak Melaksanakan Sesuai Isi 
Perjanjian dengan Kesepakatan Antara para Pihak 
Kesepakatan yang disepakati bersama oleh pihak selama waktu 2 
bulan setelah peminjaman hutang piutang akan dikembalikan lunas kepada 
kreditur akan tetapi tidak dilakukan pelunasan sama sekali sehingga 
                                                          
5 Sutarno,  2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Alfabeta, hal. 93-94. 
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terjadilah wanprestasi dilakukan oleh para debitur, dalam hal ini sudah 
dilakukan somasi beberapa kali oleh kreditur guna untuk membayarkan 
utang kepada kreditur akan tetapi tidak dihiraukan oleh para debitur, maka 
dalam rangka untuk menyerahkan jaminan atas tanah tersebut maka 
kreditur melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sragen yang mana 
tempat jaminan yang di tanggungkan kepada kreditur, pada tanggal 14 
Juni 2016 memberikan kuasa kepada “Sukowati Law Office” yang 
beralamat di jalan, Veteran Nomor 15 Sragen, Jawa Tengah dalam gugatan 
yang diajukan oleh kreditur pada dasarnya para debitur telah melakukan 
wanprestasi, karena tidak melakukan pembayaran hutang piutang kepada 
kreditur yang mana sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 22 Januari 
2016, dalam hal ini debitur yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar 
janji adalah kondisi dimana debitur yang mempunyai hutang dengan 
kreditur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau debitur tidak 
memenuhi prestasinya. 
Kasus Putusan ini kreditur meminta supaya para debitur memenuhi 
prestasi yang menjadi kewajibannya kepada kreditur, maka sesuai dengan 
jaminan hutang piutang yang dijaminkan oleh debitur I didalam 
kesepakatan, penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan Terhadap 
Sertifikat Hak Milik: SHM Nomor 4277, Luas: 535m
2
, Atas Nama 
Pemegang Hak Sriwinarsih Di Desa Masaran, Kecamatan. Masaran, 
Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. 
Jaminan sebagaimana tersebut diatas tidak atau belum mencukupi 
untuk membayar kewajiban-kewajiban para debitur serta pembayaran 
ganti kerugian yang diderita oleh kreditur, maka perlu adanya penyitaan 
terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan para debitur I dan debitur 
II baik yang tetap maupun yang bergerak, baik yang sudah ada maupun 
yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan utang serta ganti kerugian 
terhadap kreditur. 
Penulis dapat menyimpulkan dalam skripsi ini pada kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Sragen Nomor 45/Pdt.G/2016 /PN.Sgn. tentang 
kerugian yang dialami penggugat, sesuai dengan penjelasan diatas 
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Penggugat mengalami kerugian beupa materiil dan immateriil. Tergugat 
dalam hal ini harus membayar ganti kerugian terhadap penggugat berupa 
kerugian materiil berupa hutang pokok yang harus ditanggung oleh 
tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), 
jumlah totalnya menjadi Rp. 2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta 
rupiah). Tidak hanya kerugian materiil saja yang diminta oleh penggugat 
tadi juga kerugian immateril berupa pengantian biaya sebesar Rp. 
550.000.000,00 ( lima ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu para 
tergugat telah dinyatakan wanprestasi karena ingkar janji. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Pertama, Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh kreditur 
dan debitur telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sesuai dengan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 sepakat, cakap, suatu 
hal tertentu dan suatu sebab yang halal dan pada kasus skripsi ini juga 
tidak memenuhi dengan prinsip 5 C’S ( the five c’s of credit analysis.  
Kedua, Jaminan yang tidak sebanding yang diberikan oleh debitur 
kepada kreditur mengakibatkan wanprestasi dilakukan oleh pihak debitur 
yang tidak dipenuhinya isi perjanjian dengan adanya kesepakatan antara 
pihak debitur kepada kreditur, yang mana debitur sudah memberikan 
somasi beberapa kali kepada para debitur untuk memenuhi prestasi sesuai 
dengan isi perjanjian kepada kreditur, pada skripsi ini debitur telah 
melakukan wanprestasi dan tidak melaksanakan prestasi sama sekali 
sesuai dengan isi perjanjian, sehingga mengakibatkan kreditur mengalami 
kerugian baik materil maupun immateriil, maka hakim yang memutuskan 
perkara ini meminta agar para debitur mengganti kerugian  yang terdiri 
dari tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga dari utang piutang tersebut.  
4.2 Saran  
Pertama, kreditur dalam memberikan utang piutang kepada debitur 
dengan jaminan seharusnya mempelajari terlebih dahulu apakah jaminan 
tersebut apabila wanprestasi memenuhi utang piutangnya sebagai ganti 
kerugian akan tetapi dengan adanya kecerobohan dari kreditur yang tidak 
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menanyakan nilai jual tanah Sertifikat Tanah dengan No. SHM 4277 atas 
nama debitur I ( Luas: 535m2, yang berada di Kelurahan Masaran, 
Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan tidak 
melihat lokasi tanah langsung, ternyata tidak atau belum mencukupi untuk 
membayar kewajiban-kewajiban para debitur serta pembayaran ganti 
kerugian yang diderita oleh kreditur.  
Kedua, Kreditur seharusnya lebih berhati hati dalam memberikan 
utang piutang kepada para debitur dan harus mempelajari prinsip 5 C’S ( 
the five c’s of credit analysis, yang mana salah satunya mengenai watak 
para debitur,  Kreditur seharusnya mengetahui dengan jelas watak para 
debitur apakah mereka dapat mempertanggungjawabkan utangnya yang 
sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan dengan 
apa yang diperjanjian atas keuntunganya sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu 
Milyar Rupiah) bisa membayarnya pada jatuh tempo selama 2 bulan 
dengan tepat waktu atau tidak.  
Ketiga, Seharusnya para debitur yang melakukan utang-piutang 
dengan jaminan tanah yang tidak sesuai dengan nilai utangnya dan telah 
melakukan perjanjian dengan kreditur sesuai dengan syarat sah perjanjian 
menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka 
seharusnya para debitur memenuhi prestasi sesuai isi di dalam 
perjanjiannya dan tidak merugikan kreditur baik materil maupun 
immateril.   
Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua 
yang telah mendoakan agar dapat menyelesaikan skripsi ini dan 
memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi hingga akhir, untuk 
kedua kakak dan adik saya yang telah memberikan dukungan moril 
maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang 
perkuliahan, terima kasih kepada pembimbing skripsi ibu Mutimatun 
Ni’ami S.H., M.Hum yang telah memberikan arahan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih buat doa, semangat, dan 
motivasinya  dari teman seperjuangan, dan sahabat-sahabatku. 
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